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‘¢  PERATURAN DAERAR .wwiurs'tsn DECRAH CINGKAT IT BANYUMAS
. NOMOR 5 TAHUN 1992
' ‘ TENTANG
RENGANA UMUM TATA RUANG KOTA BATURADEN IBUKOTA
KECAMATAN BATURADEN DENGAN KBDALAMAN RENCANA
DETAIL TATA RUANG KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengembangan pem-
bangunan Kota Baturaden Ibukota Kecamatan Batu =
raden perlu dikelola, dimenfaatkan dan dilindungi
gsebaik-baiknya guna kemakmuran dan keseaahteraan
geluruh masyarakat ; %

b. bahwa untuk malisud tersebut huruf a, maka perlu
@ adanya Rencana Umum Tata Ruang Kota Baturaden De
ngan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota se
bagai pedoman bagl semua kegiatan pemanfaatan ru
ang secara optimal, serasi, seimbang, terpadu,
yang dapat mewujulkas Kota Sejahtéra, Adil, Tere 5
tib, Rapih,.Indah, Aman dan berwawasan lingkungs
an serta berkelanjutan @

\\\

c. Bahwa sehubungan dengan hal-hal gérsebut huruf a
dan b, maka perlu menetapkan Rencana Umum Tata
Ruang Kota Baturaden Ibukota Kecamatan Batureden
dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota
dalam ventuk Peraturan Daerah.
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' . lQengingat : 1o Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok =
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2« Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tenténg Pemben
tukan Daerah-deserah Kabupaten dalam Lingkungan
" Propingi Jawa Tengah ;

3, Staasvo~mins Ordopmantis Tahun 1948 ( Staatsblad
Nomor 168 Tahun 1948 ) ;

4, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peratur
an Dasar Pokok-pokok Agreria ;

5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentu
an-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup 3

6, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang
Analisis Mengenai Dampak Lingkungen ;
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13.

14.

D
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang

Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah 4i Bidang
Pekerjaan Umum Kepada Daersh ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota jo Kepu-
tusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1988
tentang Petunjuk Pelaksanzan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 650-658
tanggel 24 Juli 1985 tentang Keterbukaan Rencana
Kota untuk Umum ;

Instrukei Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun
1988 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wi-
layah Perkotaan ;

Peraturan Daersh Propinsi Daerah Tingkat I Jawa
Tengah Nomor 17 Tahun 1988 tentang Pola Dagsar
Pembangunan Daerah Propinei Daerah Tingkat I Ja-
wa Tengah ; ;

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingket II Ba-
nyumag Nomor 11 Tahun 1985 tentang Penunjukan,
Pengangkatan, Kewenangan dan Pemberhentian Pega-
wéi_Negeri Sipil Sebagai Penyidik Pada Pemerin -
tah Kabupaten Daerah Tingkat IT Banyumas ;

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ba=-
nyuma Nomor 7 Tehun 1988 tentang Pola Dasar Pem-
bangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ba-
ngumas _

Peraturan Deerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ba-
nyumas Nomor 19 Tehun 1990 tentang Batas Wilayah
Kota Baturaden.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten'Dae-
rah Tingkat II Banyumas

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYU-
MAS TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA BATURADEN
IBUKOTA KEQAMATAN BATURADEN DENGAN KEDALAMAN RENCA-
NA DETAIL TATA RUANG KOTA.
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BAB I

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Ting o
kat II Banyumas ;

b, Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Banyumas ; : :

c. Dewan Perwakilan Raekyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rak-
yat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;

d, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya dise-
but BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Ka-
bubaten Daerah Tingkat II Banyumas ; :

e, Rencana Umum Tata Ruang Kota yang selanjutnya disebut RUTRK
adalah rencana pemanfaatan ruang kota yang disusun  untuk
menjaga keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka
pelaksanaan program-program pembangunan kota j

fe« Rencana Detail Tata Rﬁang Kota yang selanjutnya disebut =
XDTRK adalah rencana pemanfaatan ruang kota secara terinci
yang disusun untuk penyiapan perwujudan ruang dalam rangka
pelaksanaan program-program pembangunan kota 3

g, Wilayah adalah kesatuan geografis dengan bentuk dan ukuran
menurut pengamatan tertentu ;

h. Wilayah Perencanaan adalah wilayah yang diarahkan pemanfaat
an ruangnya sesuail dengan masing—masiné jenis rencana kotas

i. Bagian Wilayah Kota adalah satu kesatuan wilayah darl kota
yang bersangkuten dan merupekan wilayah yang terbentuk se-
cara fungsional dan administratip dalam rangka pencapaian
daya guna pelayanan fasilitas umum Xota ; _

Je Blok adalah satuan unit lingkungan yang ditentukan atas da=-
sar batag fisik dari setiap penggunaan ruang yang disesuai-~
kan dengan masing-masing penggunaan ruangnya.

BAB IT
ASAS, MAKSUD DN TUJUAN

Pasal 2

Rencana Umum Tata Rueng Kota Baturaden Ibukota Kecamatan Batue
raden.nengan'Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota mempu -
nyai asas pemanfaatan ruang kota secara optimal dan pembangune
an yang dapat mewujudkan Kota Sejahtera, Adil, Tertidb, Rapih
Indeh den Aman serta berlanjut dengan berpedoman pada Stretegl
Wawasen Lingikungan dan Jatl diri,

Pasal 3 seene
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Pagal 3

Rencane Umum Tata Ruang Kota Baturaden Ibukota Kecamatan Batu-
raden Dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota dimaksud
xan sebagai landasan hukum dan pedoman yang mengikat bagi Peme
rinteh Pusat, Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan Peme
rintah Daerah dalam memanfaatkan ruang kota secara berencana,
terarah, terpadu dan berkesinambungan.

Pasel 4

Rencana Umum Tata Ruang Kota Baturaden Ibukota Kecamatan Batu-

raden pengan kKedalaman Rancana Detail Tata Ruang Kota mempunyai

tujuan : '

a. Meningkatkan fungsi dan peranan Kota Kecamatan Baturaden da
lam perimbangan yang lebih luas ;3

b. Agar mampu berfungsi sebagel Pusat atau Sub Pusat Pengem =
bangan dalam suatu sistem Pembangunan Wilayah ;

¢. Menciptakan Pola Tata Ruang wang geragi dan optimal dengan
penyebaran fagilitas dan utilitas secara tepet dan merata
tanpa mengabaikan kualitasg lingkungane

d. Sebagai Instrumen Pengendali pembangunan, pertumbuhan dan
keseragian lingkungan melalul pengawasall, perijinan dan tin
dakan penertiban pembangunan ;

e. Memberi kejelasan tugas dan wewenang Camet Baturaden dan Pe
merintah Daersh dalam menata wilayah Kecamatan Baturaden.

BAB III
WILAYAH PERENCANAAN DAN JANGKA WAKTU PERENCANAAN
Bagian Pertama
Wilayah Perencanaah

Pagal 5

(1) Wilayah Perencanaan Rencana Umum Tata Ruang Kota Baturaden
Thukote Kecamatan Baturaden Dengen Kedalaman Rencana De=-
tail Tata Ruang Kota mencakup 2 (dua) Desa, seluas 191,91
Ha meliputi :

a. Desa Rempoah seluas 150.841 Ha (gebagian) ;
b, Desa Kebumen seluas 41,069 Ha (esebagian) .

(2) Batas-batas Wilayah Perencanaan sebagai dimaksud ayat (1)
Pasal ini yaitu :
a. Batas Sebelah Utara Gerumbul Kedungbalung.

- Kali Taman.

i

- Lingkungan Hunian Desa Rempoah.

b. Batas Sebelah Timur Kali Pelus.

Ce BatBSE seee




(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

~be Tahap II dari tahuan 1996/1997 s.d. 2000/2001

¢. Batas Sebelah Selatan : - Batas Desa Pandak.

- Kali Kele.

~ Gerumbul Sokawere.

- Jalan Sokawera = Pamijen =
Kebumen,

- Tepi Selatan Lingkungan Hunian
Desa Kebumens,

dp Sebelah Barat - Kali Taman.

~ Tepi Barat Gerumbul Kedungba -
lung.

Wilayah Perencanaan sebagai dimaksud ayat (1) Pasal ini tep
diri dari 1 (satu) Bagian Wilayah Kota yang selanjutnya di-
gsebut BWK, seluas 191,91 Ha meliputi, Desa Rempoah seluas
150,841 Ha dan Dese Kebumen seluas 41,069 Ha .

Bagian Wilayah Kota sebagai dimaksud ayat (3) Pasal ini di-
bagi dalam 3 (tiga) Blok Lingkungan, yaitu :

@+ Blok Lingkungan 1 seluas 69,04 Ha
be Blok Lingkungan 2 seluas 63,55 Ha
ce Blok Lingkungan 3 seluas 59,32 Ha.

“we

Bagian Kedua
Jangka Waktu Perencanaan
Pasal 6

Rencana Umum Tata Ruang Kota Baturaden Ibukota Kecamatan Ba=-
turaden Dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kote di-
tetapkan untuk jangka waktu 20 (duapuluh) tahun, dan dibagi
dalam tahapan pembangunan sebagai berikut :

a, Tahap I dari tahun 1990/1991 s.d. 1995/1996

we we e

¢e Tahap III dari tahun 2001/2002 s.d. 2005/2006
de Tahap IV dari tahun 2006/2007 s.d. 2010/2011.,

Rencana Umum Tata Ruang Kota Baturaden Ibukota Kecamatan Bae
turaden Dengan Kedelaman Rencana Detail Tata Ruang Kota ber
gifat terbuka untuk umum dan keterbukaan tersebut diwmujud -

kan melalui pengumuman dan penyebar luasan tentang rumusan

rencana kota berikut peta-peta.

Untuk keperluan sebagai dimaksud ayat (2) Pasal ini, Peme=
rintah Daerah berkewéjiban melaksanakan dengan sébaik-baik-
nya pelayanan kepade Umum/masyarakat yang akan memperoleh -
keterangan Rencana Umum Tata Ruang Kota Baturaden Ibukota

Kecamatan Baturaden Dengan Kedalaman Rencane Detail Tata Ru
ang Kota melalui prosedur dan tata cara yang mudaeh, cepat

A8H s esidsesevn




dan murah sesuai prosedur yang berlaku, oleh karena itu Do-
kumen Rencana Umum Tata Ruang Kota Baturaden Ibukota Keca-
matan Baturaden Dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang

Kota dapat ditempatkan pada Kantor Pemerintah Daerah, Kan-
tor Kecamatan dan Kantor Desa. '

Bagian Ketiga
Peninjavan Kembali
Pacal 7

Rencana Umum Tata Ruang Kota Baturaden Ibukota Kecamatan Batu -
raden Dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota yang te-
lah ditetapkan dapat ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan
keadaan dan dilakukan secara berkala pada :

‘as Tahun 1995/1996 ;

be Tahun 2000/2001
c. Tahur °005/2006 ;
de Tahun 2010/2011.

Bagian Keempat
Uraian Perencanaan
Pasal 8

Rencana Umum Tata Ruang Kota Baturaden Ibukota Kecamatan Batu -
raden Dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota uraian pg
rencanaan secara rinci terdapat dalam Buku Kompilasi Data, Anaw
lisa dan Rencana yang merupakan lampiran tak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

BAB IV
RUANG LINGKUP TATA RUANG
Pasal 9

Rencana Umum Tata Ruang Kota Baturaden Ibukota Kecamatan Batu-
raden Dengan‘Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota disusun
dengan skala 1 : 5000 dikelompokan menjadi :

a, Rencana Struktur Pelayanan Kegiatan Kota j;

b. Rencana Tata Guna Tanah Kota..

: Bagian Pertama
Rencana Struktur Pelayanan Kegiatan Kota

Pasal 10

Rencana Struktur Pelayanan Kegiatan Kota, meliputdi :

(1) Rencana Fasilitas Perdagangan.
a. Perdagangan Skala Kota, lokasi di Blok 1, 3
b. Perdagangan Skala Lokal, lokasi di semua Blok.
‘ (2) Rencaha eseee




(2)

(3)
()
(5)
(6)
(1)

(8)

(1)

(2)

'b. Fagilitas Pendidikan seluas T,72THa

TR

Rencana Fagilitas Pendidikan.

a. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, lokasi di Blok ¥

be Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, lokasi diiBlok 153
¢e Sekolah Dasar, lokasi di semua Blok

d. Taman Kanak-kanak, lokasi di semua Rlok.

Rencana Fagilitag Kesgsehatan.
8. Puskesmas, lokasi di Blok 1 dan 3.
b. Bal&i Pengdobatantdl sermma Blok.

Rencana PFagilitas Perkantoran.
a. Kantor Pemerintah, lokasi di Blok 1
b. Kantor Campuran, lokasi di Blok 1, 3

Rencana Kawasan Perumahan.
a, Kawasan Perumahan, lokasi di semua Blok
b. Kawasan Perumeahan Campuran, lokasi di semua Blok

Renocana Fasgilitas Olah Raga.
a., Olah Raga Skala Kota, lokasi di Blok 1
b. Olah Raga Skala Lokal, lokasi di Semua Blok

Rencana Fasilitas Rekreasi.
a. Rekreasi pelayanan kota, lokasi di Blok 1
be Rekreasi pelayanan lckal, lokasi di semué Blok

Réncana Fagilitas Peribadatan, lokasi di semua Blok,.

Bagian Kedua
Rencana Tate Guna Tanah Kota .
Pasal 11 {

Rencana Penggunaan Tanah.

a. Fasilitas Perdagangan seluas 2,93 Ha

0., Pasilitas Kesehatan seluas 3,8 Ha
d, Fagilitas Perkantoran seluas 4,1 Ha
es Fasilitas Perumahan seluasg 41,06 Ha
fo Fagilitas (lah Raga seluas 5.4 Ha
g+ Pagilitas Rekreacl seluas 1,62 Ha
he Fasilitas Peribadatan seluas 2,332 Haj

i. Lain-lain seluas s sssasramieRsIg BB 5

-e -e we we “-e ~we we

Rencana Kepadatan Bangunan.

Ar  Clwa/Ha 3
58 Jiwa/Ha ;
58 Jiwa/Ha.

8. Blok 1. kenadatan
b. Blok 2, kepadatan
¢+ Blok 3, kepadatan

Ml

(3) Rencana eseeces
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(1) Rencana Ketinggian Bangunen.
a. Blok 1, ketinggian maksimum 2 lantai ;
%, Blok 2, ketinggian meksimum 2 lantail i
¢. Blok 3, ketinggien maksimum 2 lantai .

BAB V
PELAKSANAAN RENCANA TATA RUANG

Pasal 12

Program-prograil kegiatan pembangunan Rencana Umum Tata Ruang Ko=
ta Baturaden Ibukotz Kecamatan Baturaden Dengan Kedalaman . Ren -
cana Detail Tata Ruang Kota dapat diselenggarakan oleh Pemerin =
tah Pusat, Pemerintah Propinei, Pemerintah Daerah, Badan Usaha,
Perusahaan, Masyarskat maupun perorangan segsual dengan kewenange
an/bidangnya dan harus berdasarkan Peraturan Daerah inie

Pasal 13

Pembiayaan Program=program kegiatan pembangunan Rencana Umum
Tata Rueng Kota Baturaden Ibukota Kecamatan Baturaden Dengan Kee
dalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota dapat dibiayai melalui
anggaran dari APBD Tingkat II, APBD Tingkat I, APBN, INPRES,
Bantuan Luar Negeri serta peran dari Sviastae

BAB VI
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
Pasal 14

Pengendalian dan pengawasan peclaksanaan Rencana Umum Tata Ruamg
Kota Baturaden Tbukota Kecamatan Baturaden Dengan Kedalaman Ren-
cana Detail Tata Ruaeng Kota oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 15

Dalam pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Kota Ibukota Keca =
matan Baturaden Bupati Kepala Dacrah dapat menunjuk aeparat pelak
sana dan pengawas pembangunan kota sesuai dengan bideng tugasnya
dan harus berdasarkaen Peraturan Daeruh ini.

BAR VIT
KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN
Pasal 16

Setiap orang atau Badan Hukum dilarang menghambat atau menghalang
halangi pelaksanaan Rencana Umum Tate Ruang Kota Baturaden ITbuko-
ta Kecamaetan Baturaden Dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang
Kota.

Pasal secaeescene
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Pasal 17

(1) Barang siapa melanggar keteantuan sebagai dimaksud delam Pa-
gal 16 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama
lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setlnggi-tlngginya caviee
Rp 50.000,00 (limepuluh ribu rupiah).

(2) Tindak Pidana sebagai dimaksud ayat (1) Pasal iani adalah pe
langgaran,

Pagal 18

Selain Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana pe-
langgaran sebagai dimaksud dalam Pasal 17 Peraturan Daerah ini,
dapaet juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil
dilingkungan Pemerintah Daerah yang peungangkatan, kewenangan
dan pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku.

Pasal 19

Dalam melaksancekan tugas Penyidikan, para Penyidik Pegawai Ne-

gerd Sipil sebagai dimaksud Pasal 18 Peraturan Daerah ini ber -

wenang

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang ada-
nya tindak pidana g

b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian
dan melakukan pemeriksaan ;

ce Menyuruh berhenti seseorang tersangka den memeriksa tanda pe
ngenal diri tersangka j

de Melakukan penyitaan henda dan surat ;
e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;

fo. Memanggil seseorang untuk didenger dan diperiksa sebagai ter
gangka atau saksi ; - :

‘go Mendatangkan shli yang diperlukan dalam hubungannya dengan
pemeriksaan perkara ;

he Menghentikan Penyidikan ;

i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertang-'
gungjawabkan.

Bab VIII 4e4




Peratupan Daerah ini telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala -

Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
Tanggal 26 Janwari 1994 Nemer ; 188.3/38/1994.

Diundangkan délam Lembaran Daerah Kabupaten Daersh Tingkat II Banyumas
Nemer 3 6 Tanggal 9 Maret 1994,

Sekretaris wila Daerah Tingket II Banyunas

Dres SOEDINAN

%

“Pembina
NIP 5 500 034 842.
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BAR < VL TT
KETENTUAN PENUTUP
Pagal 20

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala Peraturan
Perundangan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini di
nyatakan tidak berlaku lagi.

(2) Hal-hal yghg belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepan -
jang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian sesuai
dengan Peraturan yang berlaku,

Pasal 21 e
' Peraturan Daersah ini mulaei berlaku pada tanggal diundangken.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

rengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam =
Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat I1 Banyumas,

Purwokerto, 9 Maret 1992,

DEWAN PERWAKILAN RAXYAT DAERAH BUZATI KBEPALA DAERAH TINGKAT II
ERAH TINGKAT II BANYUMAS BANYUMAS

N\ ?E‘I‘UA e
=\

el . ¢

——

e e S et

Denvan BOPUTUR Guoernyr

Kepala Uacran Fingkat [
- Jawa Tengun

A _ .
anges) : 26 Jonuapy 1994 No.188:3(38/ 1904 |
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PENJELASAN
" ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR 5 TAHUN 1992
TENTANG

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA BATURADEN IBUKOTA KECAMATAN
BATURADEN DENGAN KEDALAMAN RENCAMA DETATL TATA RUANG KOTA

T. PENJELASAN UMUM.

=

be

Ce

Bahwa kebijaksanaan Pemerintah Propingi Daerah Tingkat I
Jawa Tengah dalam Rencana Struktur Tata Ruang Propinsi
(RSTRP), menetapkan bahwa Kabupaten Daerch Tingket II Bae
nyumas terletak dalam Wilayah Pengembangan (WP) V (lima)
dengan pusatnya di Kota Cilacap.

Bahwa kebijaksanaan hirarki kota-~kota dalam Rencana Struk
tur Tata Ruang Propinsi (RSTRP) ditegaskan bahwa Kota Ci-
lacap berada pada Orde II.

Bahwa kebijaksanaan Pemerintah Daerah Tingkat II Banyumas

dalam Rencana Umum Tata Ruang Dacrah ditegaskan bahva Ko-

ds

ta Baturaden gebagai Orde I denzan fungsi dan peranan se=
bagai pusat pelayanan sosial dan ekonomi Kecamatan serta
sebagal pintu gerbang bagi kawasan wisata Baturaden.

Bahwa pertumbuhan dan perkembangan kota-kota yang begitu
pesat di Daerah, kenyataannya selalu diikuti pula dengan
timbulnya berbagai magalah, baik yang bersifat regionsl,
sektoral dan lintas sektoral, rumusan rencana yang sudah
merupakan penyiapan ruang dan alat pengendali pemanfaatan
ruang dalam rangka pelaksanaan program pembangunan bukan
lagi sekedar arohan tetapl secara teknik sudah merupakan
kebijaksanaan yang lebih kongkrit sehingga delam rangka.
mengatur dan mengembangkan fisik kota Baturaden Ibukota
Kecamatan Baturaden sebagei pusat Pemerintahan, pendidik-
an dan perdagangan diperlukan pedoman berupa Rencana Umum
Tata Ruang Kota Baturaden Ibukota Kecamatan Baturaden De-
ngan Kedalaman Rencana Detail Tate Ruang Kota bagd semua
kegiatan kota yang Sejahtera, Adil, Tertib, Rapi, Indah
dan Aman dengan berwawasan lingkungan dalam memanfaatkan
ruang kote secara berencana, terarah, terpadu dan berke -
ginambungan.

II, PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s.de 5 ¢ Cukup Jjelas.

Pasal 6 EEEE)
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Pagal 6 ayat (1)

Walaupun Rencana Umum Tata Ruang
Kota Baturaden Ibukota Kecamatan
Baturaden dengan Kedaleman Rencana
Detail Tata Ruang Kota ditetapkan
untuk jangka waktu 20 (dua puluh)
tehun, namun dapat ditinjau kemba-
1i secara berkalc setiap 5 (lima)
tahunan yang memuat arahan tahapan
pelakeanaan pembangunan

Pasal 6 ayat (2)
Pasal 6 ayat (3)

Cukup jelas

Bahwa dokumen Rencans Umum Tata Ru

Ll

ang Kota Baturaden Ibukota Kecamat
an Baturaden Dengan Xedalaman Rane
cana Detail Tata Ruang Kota ditem-

. : : patkan pada Xantor Pemerintah Dae-
rah (BAPPEDA), Kantor Kecamatan Ba-
turaden, Kantor Desa : Rempoah dan
Kebumen.

Pagal T s.d, 10 Cukup Jjelas

(1]

Pasal 11 ayat (1)
huruf 2 s.de h Rincian Rencana Penggunaan Tanah
secara terinci terdapat pada Buku

Analisa dan Rencana.

Pasal 11 ayat (1) huruf i : Peruntukan fasilitas lain-lain me-
liputi : jalan, ruang terbuka, kon

. gervagi, makam dll.

’ Pasal 11 ayat (2) s.d,

- ayat (9) : Cukup jelas
Pagal 12 s.d. 15 : Cukup jelas
Pasal 16 : Tindakan meaghambat atau menghalang

halangi adalah setiap perbuatan

yang secara langsung dapat mengha-
lang-halangi atau menyebabkan ti - E
dak terlaksananya Peraturan Daerah
ini.

Pasal 17 s.de 21 .

Cukup jelas




